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Nomor : 5375/UN4.5.1/PT.01.04/2023 02 Agustus 2023
Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. . Koordinator Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan
untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Armin Hasti

Nomor Pokok $ B012221026

Program Studi $ Magister limu Hukum ( S2)

Konsentrasi . Hukum Perdata

Judul Penelitian : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi

Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Di Jakarta
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Nama : Armin Hasti

Nomor Pokok : B012221026
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Konsentrasi . Hukum Perdata
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Yth. . Pimpinan PT. Piranti Jagat Raya

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan
untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Armin Hasti

Nomor Pokok s B012221026

Program Studi : Magister lImu Hukum ( S2)

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Penelitian : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi

Pembimbing 2 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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Kepada

Yth. . Kepala Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi Jakarta

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan
untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama ; Armin Hasti

Nomor Pokok - B012221026

Program Studi : Magister limu Hukum ( S2 )

Konsentrasi i Hukum Perdata

Judul Penelitian : Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi

Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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Yth. . Kepala Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan
untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Armin Hasti

Nomor Pokok - B012221026

Program Studi i Magister limu Hukum ( S2 )

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Penelitian ’ Pencabutan Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi

Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan
untuk melakukan penelitian dan informasi data kepada mahasiswa Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Armin Hasti

Nomor Pokok > B012221026

Program Studi : Magister llmu Hukum ( S2)
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Judul Penelitian 3 Pencabutan |zin Usaha Pertambangan ( IUP ) Oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal ( BPKM ) Kementerian Investasi

Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH.
Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH., MH.

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.
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\\ ""ww'i’ézs' 129'199903 1005
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220511-01-12306

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut lzin Usaha Pertambangan (IUP) apabila fidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Memperhatikan Peraturan Pemeriniah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, dan Surat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia
menetapkan Pencabutan Izin Usaha Perlambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha : | PTSEMEN TONASA

Nomor lzin Usaha Pedambangan | : | 11L03.PP2TI012016

Tanggal lzin Usaha Pertambangan | : | 20 Januari 2016
Penerbit izin Usaha Pertambangan | : | Gubemur Sulawesi Selatan

Lokasi Usaha : | Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220511-01-64861

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam JUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menleri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Safu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tala Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia

menetapkan Pencabutan [zin Usaha Pertambangan kepada:
Nama Pelaku Uszha : | PT SEMEN TONASA
Nomor [zin Usaha Pertambangan : | 28/1.03APTSPI2018

Tanggal Izin Usaha Pertambangan | : | 05.Juni2018
Penerbit lzin Usaha Pertambangan | : | Gubemur Sulawesi Selatan

Lokasi Usaha : | Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220511-01-75592

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Temadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, dan Sural
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-8/MB.0J/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia

menetapkan Pencabutan (zin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaky Usaha | PT SEMEN TONASA

Nomor lzin Usaha Pertambangan | : | 777L02PTSP/2020

Tanggal Izin Usaha Petambangan | : | 10 Desember 2020

Penerbi Lzin Usaha Pedtambangan | : | Gubemur Sulawesi Selatan

Lokasi Usaha : | Pangkajene Dan Kepulauan, Suiawesi Selatan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220511-01-83053

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut 1zin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batuhara Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, dan Surat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia

menetapkan Pencabutan [zin Usaha Pertambangan kepada:
Nama Pelaku Usaha : | PT SEMEN TONASA
Nomor lzin Usaha Pertambangan : | 105/.03/PTSPR2020

Tanggal Izin Usaha Pertambangan : | 30 November 2020
Penerbit (zin Usaha Pertambangan | : | Gubemur Sulawesi Selatan

Lokasi Usaha - | Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENCABUTAN IZIN
Nomor: 20220511-01-28633

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapal mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila fidak memenuhi kewajiban yang
ditetapkan dalam JUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, dan Surat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.BI2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia

menetapkan Pencabutan tzin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Peiaku Useha : | PTSEMEN TONASA

Nomor bz Usaha Pertambangan | = | 30/L03A PIP2T/10/2017

Tanggal zin Usaha Petambangan | : | 18 Okiober 2017

Penerbi zin Usaha Perambangan | : | Gubemur Sulawesi Selatan

Lokasi Usaha : | Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20220829-08-01-0035

Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabulan izin Ussha, telah dilakukan Kiarifikasi dan
penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha
melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor : | 20220511-01-12308
Tanggal o | 11 Mei 2022

Nama Pelaku Usaha : | PT SEMEN TONASA
Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 1/1.03.P/P2T/01/2016 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sasuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai
dengan ketenluan peraluran perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketenluan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara

permanen;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian har terdapat kekeliruan, skan dilskukan perbaikan
sebagaimana meslinya.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Agustus 2022
- a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menter Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Bahlil Lahadalia
Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022 Ditandatangani secara elektronik

Balai
Sertifikasi
Elektronik

landatangani secara slekironik menggunakan sedifikal elekironik yang dierbitkan oleh BSE-BSSN. @
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20220829-08-01-0036

Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan izin Usaha, telah dilakukan Kkiarifikasi dan
penilaian teknis oleh Kementerlan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Invesiasi / Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang lzin Usaha
melslui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan zin;

Mengingst : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Panyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan alas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor ¢ | 20220511-01-64861
Tanggal ¢ | 11 Mei 2022

Nama Pelaku Usaha : | PT SEMEN TONASA
Dengan ketentuan :

1. Menyatakan [zin Usaha Pertambangan Nomor 28/1.03A/PTSP/2018 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menjatankan komitmen Pelaku Ussha yang tertuang dalam Pemystaan Kesanggupan untuk menjalankan keglatan usahanya sesual
dengan ketentuan peraluran perundang-undangan;
4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara

permanan;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakara,
da | 29 Agustus 2022
PRI N0 a.n Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
‘ B Bahlil Lahadalia
Dicetak tanggal ; 30 Agustus 2022 Ditandatangani secara elektronik

Balsai
Sertifikasi
Elektronik

A i secara elakironik menggunakan sertifikal efskironik yang disrbitkan oleh BSIE-BSSN. @
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20220829-08-01-0049

Menimbang : a, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha alas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan Klarifikasi dan
penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kemenlerian Investasi / Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang Izin Usaha
melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan lzin;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4, Peraturan Presiden Republik Indonesta Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi;

MEMUTUSKAN :
Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan lzin:
Nomor o | 20220511-01-28633
Tanggal © | 1 Mei 2022
Nama Pelaku Usaha : | PT SEMEN TONASA
Dengan ketentuan :

1. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 3%/1.03A.P/P2T/10/2017 sah dan berkekuatan hukum;

2. Mengukuhkan kembali hak dan kewszjiban Pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menjalankan komitmen Pelaku Usaha yang tertuang dalam Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai
dengan ketenluan peraluran perundang-undangan;

4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (liga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara
permanen;

5. Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana meslinya.
Ditstapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 Agustus 2022
a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
B Bahlil Lahadalia
Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022 Ditandatangani secara elektronik

Balai
Sertifikasi
Elektronik

andalangan secara slekironik menggunaian sertifikal elskironik yang dierbitkan oleh BSE-BSSN. q
A}
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20220829-08-01-0050

Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan 1zin Usaha, telah dilakukan kiarifikasi dan
penilaian teknis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kemenlerian Invesiasi / Badan
Koordinasi Penanaman Madal (BKPM);

b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang lzin Usaha
melalui mekanisme Pembatalan alas Keputusan Pencabutan Izin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeriniahan;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atss Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tenlang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
4. Peraturan Presiden Republik Indonasia Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi,

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan lzin:

Nomaor : | 20220511-01-83053
Tanggal ¢ | 11 Mei 2022

Nama Pelaku Usaha : | PT SEMEN TONASA
Dengan ketentuan :

1. Menyatakan lzin Usaha Pertambangan Nomor 105/.03/PTSP/2020 sah dan berkekuatan hukum;
2. Mengukuhkan kembali hak dan kewajiban Pemagang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menjalankan komitmen Pelaku Ussha yang tertuang dalam Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara
permanen;

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekelirvan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana meslinya,

Ditetapkan di Jakarta,

da tanggal 29 Agustus 2022
pe a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

) - Bahlil Lahadalia
Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022 Ditandatangani secara elektronik
Balai
tandatangani secara elskiranik menggunaken sedtifikat elektronik yang diterbitken oleh BSIE-BSSN. @ Sertifilast
% Elekironik
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PEMBATALAN
Nomor: 20220829-08-01-0051

Menimbang : a. bahwa keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha atas pencabutan Izin Usaha, telah dilakukan kiarifikasi dan

Mengingat

penilaian teknis oleh Kementerian Energl dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Investasi / Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);

b. bahwa terhadap Izin Usaha yang memenuhi syarat, dikembalikan kepada Pelaku Usaha Pemegang lzin Usaha
melalui mekanisme Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kementarian Investasi,

RS

- ow

MEMUTUSKAN :

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pembatalan atas Keputusan Pencabutan Izin:

Nomor ¢ | 20220511-01-75502
Tanggal : | 11 Mei 2022

Nama Pelaku Usaha 1 | PT SEMEN TONASA
Dengan kstenluan :

1
2.
3.

4.

5.

Menyalakan Izin Usaha Pertambangan Nomor 77/1.02/PTSP/2020 sah dan berkekuatan hukum;

Mengukuhkan kembali hak dan kewsjiban Pemegang 12in sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan;

Menjalankan komitmen Pelaku Ussha yang tertuang dalam Pemyatsan Kesanggupan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tidak terpenuhinya kelentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), menimbulkan konsekuensi Pencabutan izin secara
permanen;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekefiruan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 29 Agustus 2022
a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Bahlil Lahadalia
Dicetak tanggal : 30 Agustus 2022 Ditandatangani secara elektronik
Balai
datangani secsra eleklronik menggunakan sestifikal elekironik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN. @ S:rsi‘ﬂku:
lektroni
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Nomor
Lampiran
Perihal
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trial version
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/ST/HK.02.04/02.20/05-2022 Pangkep, 13 Mei 2022

Klarifikasi dan Permohonan
Penjelasan Pencabutan IUP

KEPADA YTH,

1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2. MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

DI -

JAKARTA

Dengan hormat,

Menunjuk surat penetapan pencabutan 5 (lima) lokasi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) atas nama PT Semen Tonasa yang berlokasi di
Kaputan Pangkep provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

| " No. T 1
| No Pencabutan No. IUP ‘ Tgl. 1UP Luas (Ha) |
- > | N
1| 20220511- | 105/103/PTSP/2020 | 30November | 937
01-83053 | 2020 |
2. | 20220511- | 1/L03P/P2T/01/2016 | 20Januari 2016 | 83
01-12306 | ‘
3. | 20220511- | 77/1.02/PTSP/2020 10 Desember t 828,86
01-75592 | ; 2020
4 | 20220511- | 39/L02A.P/P2T/10/2017 | 18 Oktober 14
01-28633 ; 2017 |
5. | 20220511- | 28/L03A/PTSP/2018 | 15Juni2018 | 457 |
.. T SRR

Bersama ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai
berikut :

1. PT Semen Tonasa selaku perusahaan persemenan terbesar di
Indonesia Timur dan selaku anak perusahaan PT semen Indonesia
(Persero) Tbk., telah patuh dan tata dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam IUP dan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) Pertauran Pemerintah No. 96
Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral & Batubara, termasuk namun tidak terbatas pada
pemenuhan persyaratan adminsitrasi serta pemenuhan
pembayaran PNBP.
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2. PT Semen Tonasa selaku pemegang |UP tidak pernah atau
sedang melakukan Pelanggaran Pidana yang telah memperoleh
Keputusan Tetap dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal
188 huruf a, Pertauran Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.

3. PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, dalam kegiatan
operasinya senatiasa menerapkan kaidah teknik pertambangan
yang baik dan tidak menimbulkan kerusahan lingkungan
sebagaimana dimaksud Pasal 188 huruf b, Pertauran Pemerintah
No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral & Batubara. yang dibuktikan dengan
pemberian Penghargaan Proper Hijau pada Tahun 2021.

4. PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, tidak sedang dinyatakan
pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf c, Pertauran
Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral & Batubara. yang dibuktikan dengan
pencapaian laba perseroan Tahun 2021 dan tata membayarkan
Deviden kepada Pemegang Saham {PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk.}.

5. Bahwa PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP, tidak sedang
memperoleh sanksi administratif berupa penghentian sernentara
sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) Pertauran
Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral & Batubara.

Berkenaan dengan hal tersebut dan memperhatikan bahwa perubahan
regulasi yang sangat cepat, sangat berpotensi menyebabkan
Pemegang IUP mengalami kekhilafan yang berdampak pada adanya
kewajiban yang belum dipenuhi, dengan ini kami mohon sebagai
berikut :

1. Kiranya PT Semen Tonasa selaku pemegang IUP dapat diberikan
penjelasan feriulis pada kesempatan pertama agar sanki
admintratif berupa pencabutan IUP dapat segera dicabut.

2. Bilamana PT Semen Tonasa, terbukti tidak melakukan
pelanggaran, dimohon kiranya sanksi administratif yang telah
diberikan agar dicabut sehingga operasional penambangan PT
Semen Tonasa dapat segera lanjutkan untuk memenuhi target
yang telah ditetapkan oleh BUMN PT Semen Indonesia (Persero)
Tbk, selaku pemegang saham PT Semen Tonasa
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Demikian permohonan dan penjelasan yang dapat kami sampaikan,

dan sambil menunggu petunjuk dan arahan lebih lanjut kami ucapkan
terima kasih.

PT Semen Tonasa
Direksi,

MUFTI ARIMURTI
Direktur Utama

Tembusan :

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

Depuit Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marvest
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba KESDM
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